BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN CILACAP

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat khususnya masyarakat peserta Jaminan Kesehatan
Nasional, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan
Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka dana
program Jaminan Kesehatan Nasional berupa dana kapitasi yang
besarannya ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang
terdaftar dan dana non kapitasi berdasarkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta program
Jaminan Kesehatan Nasional telah dibayarkan kepada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
di Kabupaten Cilacap;

. bahwa petunjuk pelaksanaan penggunaan dana Program

Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan
dana program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur dalam
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan
Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di
Kabupaten Cilacap;



Mengingat

. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan
Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di
Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap sebagaimana
dimaksud dalam huruf c, dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu untuk ditinjau
kembali dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Cilacap;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima

Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264
Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5372);



8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 62);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional
pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di
Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan
Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Jaringannya di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017
Nomor 58), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada UPT

Puskesmas berdasarkan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang terdaftar.



(2) BPJS melakukan pembayaran dana kapitasi setiap bulan setelah proses
verifikasi pendapatan dana kapitasi JKN UPT Puskesmas selesai dilakukan
oleh Pejabat Verifikasi di internal BPJS Kesehatan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Tarif kapitasi perjiwa perbulan :

1) Tarif kapitasi Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) bila di UPT Puskesmas
tidak ada dokter umum, tidak ada dokter gigi, ada bidan/perawat, ada
laboratorium sederhana dan ada apotik/pelayanan obat.

2) Tarif kapitasi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) bila di UPT
Puskesmas tidak ada dokter umum, ada dokter gigi, ada
bidan/perawat, ada laboratorium sederhana dan ada apotik/pelayanan
obat.

3) Tarif kapitasi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) bila di UPT
Puskesmas ada dokter umum 1 orang, tidak ada dokter gigi, ada
bidan/perawat, ada laboratorium sederhana dan ada apotik/pelayanan
obat.

4) Tarif kapitasi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bila di UPT Puskesmas ada
dokter umum 1 orang, ada dokter gigi, ada bidan/perawat, ada
laboratorium sederhana dan ada apotik/pelayanan obat.

5) Tarif kapitasi Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) bila di UPT
Puskesmas ada dokter umum minimal 2 orang, tidak ada dokter gigi,
ada bidan/perawat, ada laboratorium sederhana dan ada
apotik/pelayanan obat.

0) Tarif kapitasi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bila di UPT Puskesmas
ada dokter umum minimal 2 orang, ada dokter gigi, ada
bidan/perawat, ada laboratorium sederhana dan ada apotik/pelayanan
obat.

b. Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen
pelayanan, dengan indikator :

1) Indikator Angka Kontak (AK), target pemenuhan paling sedikit 150 per
mil setiap bulan.

2) Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS), target
pemenuhan kurang dari 5% setiap bulan.

3) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung (RPPB) ke Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP), target pemenuhan adalah paling sedikit 50%
setiap bulan.

c. Apabila 3 (tiga) indikator komitmen pelayanan tercapai, maka penerimaan
kapitasi sebesar 100% (seratus persen) dari norma kapitasi yang
ditetapkan.

d. Apabila 2 (dua) indikator komitmen pelayanan tercapai, dan 1 (satu)
indikator lainnya tidak mencapai target indikator, maka penerimaan
kapitasi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari norma kapitasi
yang ditetapkan

e. Apabila 1 (satu) indikator komitmen pelayanan tercapai, dan 2 (dua)
indikator lainnya tidak mencapai target indikator, maka penerimaan
kapitasi sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen), dari
norma kapitasi yang ditetapkan

f. Apabila tidak memenuhi seluruh indikator komitmen pelayanan, maka
penerimaan kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen), dari norma
kapitasi yang ditetapkan

g. Penyesuaian pembayaran kapitasi atas pemenuhan target indikator
komitmen pelayanan dimulai pada bulan ke-4 sejak penerapan
pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
berdasarkan hasil penilaian rata-rata pencapaian indikator pelayanan 3
(tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung
oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada UPT
Puskesmas.



2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dimanfaatkan untuk :

a. Biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

1.

Ruang lingkup dari belanja obat meliputi belanja obat-obat untuk
pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan
kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:

Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup),
CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab),
Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.

. Ruang lingkup dari belanja alat kesehatan meliputi belanja alat kesehatan

untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan
laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen,
gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.

. Ruang lingkup dari belanja bahan medis habis pakai meliputi belanja

bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan
kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:

Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.

b. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Belanja barang operasional, terdiri atas :

1.

Pelayanan kesehatan dalam gedung;

Mencakup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien
termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta
pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat,
biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

. Pelayanan kesehatan luar gedung;

Mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam
penyelenggaraan program JKN,

Contoh belanja:

Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi
penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada
penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain .

. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;

Mencakup biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling
(pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga
optimal dalam pelayanan kesehatan.

Contoh belanja:

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang
pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling,
dan lain-lain

. Bahan cetak atau alat tulis kantor;

Mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan
FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Contoh belanja:
Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta
printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain
5. Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
Mencakup kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan
sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
Contoh belanja:
Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang,
konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi
(komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain
termasuk biaya listrik dan telepon.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
Mencakup belanja dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan
kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus,
honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana.
Mencakup belanja untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik
Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih
baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.
Contoh belanja:
Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan
FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu
dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan
pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain
b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan
pelayanan kesehatan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Mencakup belanja untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik
Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.
Contoh belanja:
Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip,
meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan
billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain
Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pengadaan
barang/jasa yang terkait dengan dukungan operasional pelayanan kesehatan
lainnya dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan
ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada
formularium nasional.
Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum
dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat
menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan
fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Cilacap.
Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
berdasarkan hasil keputusan Mini Lokakarya UPT Puskesmas dan sesuai
ketentuan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 8 Maret 2018
BUPATI CILACAP,
ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 Maret 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 62



